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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahsan dan penelitian terhadap permasalahan

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bengkulu Selatan terhadap pengelolaan aset daerah belum berjalan
optimal, yang ditandai dengan banyaknya aset daerah yang
terbengkalai, lemahnya pencatatan dan pengamanan aset pada
Organisasi Perangkat Daerah, serta rendahnya pemanfaatan aset bagi
masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Selatan belum memenuhi
sebagian besar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya
partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi pada
kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas
sehingga diperlukan pembenahan agar pengelolaan aset daerah dapat
berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan
masyarakat.

Tinjauan Siyasah Tanfiziyah terhadap Implementasi fungsi
pengawasan DPRD Bengkulu Selatan terhadap aset daerah belum
memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Pengelolaan
aset publik belum optimal, manfaatnya belum dirasakan secara merata

oleh masyarakat, serta belum memberikan nilai ekonomi dan sosial
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bagi daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa pengawasan DPRD
terhadap aset daerah belum sejalan dengan nilai-nilai Siyasah
Tanfiziyah yang memandang harta publik sebagai amanah untuk
kepentingan umum.
B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Bengkulu Selatan
diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan aset
daerah agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Penulis selanjutnya disarankan mengembangkan penelitian ini dengan

objek dan pendekatan yang leih luas.
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